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ABSTRAK 
Penundaan pembayaran berarti penangguhan pembayaran atas hutang-hutang 
yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Dalam jual beli pesanan 
terdapat dua jenis. Salah satu jual beli pesanan yaitu jual beli istishna’. Jual beli 
istishna´ ini terdapat pada Toko Cahay Aluminium  Kecamatan Kotabumi 
Kabupaten Lampung Utara. Dalam sistem pembayaran dimana para pihak sudah 
mengetahui jelas harga barang tersebut. Sedangkan dalam hal pelunasan barang 
tersebut pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penundaan 
pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna’ pada Toko Cahaya  
Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten Lampung Utara dan 
bagaimana tinjuan hukum Islam tentang penundaan pembayaran  pada sistem 
pesanan dalam jual beli istishna’ pada Toko Cahaya  Aluminium Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran  pada sistem 
pesanan dalam jual beli istishna’ pada Toko Cahaya  Aluminium Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui tinjauan 
hukum Islam tentang penundaan pembayaran  pada sistem pesanan dalam jual beli 
istishna’ pada toko cahaya  aluminium kecamatan Kotabumi Selatan kabupaten 
Lampung Utara. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau responden. Data primer  
dikumpulkan melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang berhasil 
dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan 
hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan 
penundaan pembayaran dalam jual beli istishna’ yang terjadi di Toko Cahaya 
Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai 
dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang 
telah selesai dibuat, pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan dan penjual 
tertunda untuk membeli barang modal. Dari tinjauan hukum Islam penundaan 
pembayaran dalam jual beli istihna’ yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium 
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan 
hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual 
seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang 
telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya 
penundaan pembayaran dari pihak pemesan menimbulkan kerugian bagi pemilik 
usaha Toko Cahaya Aluminium. 
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MOTTO 
 ُُكدَحَأ َعِبُْتأاَذِإَو ٌمُْلظ ِِّنَِغْلا ُلْطَم َل َاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ْبَِّنلا ِنَع ََةر َْيرُه ْبَِأ ْنَع ْم 
 ْعَبْتَيْل َف ِّيِلَم ىَلَع)اورهملسمو ىر اخبل ا(1 
“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda:penundaan 
pembayaran utang oleh orang yang mampu adaah penganiyaan 
 (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu  
(utangnya) dialihkan kepada orang yang  
kaya maka hendaklah ia  
menerimanya”. 
 (Hadist Riwayat Abu Dawud) 
 
                                                                                                        
1Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats Ass-Sajstani, Sunan Abu Dawud, juz 3, Da Al-ik, 
t.t., h. 27. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interprestasi maupun 
pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan 
ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 
Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna’ 
(Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara). 
 Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah, 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 
 Hukum Islam adalahhukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci 
yangperlu dijelaskan terlebih dahulu,sebab, kadangkala membingungkan. 
Kalau tidak diketahui persis maknanya 
2
 
Penundaan pembayaran adalah menunda-nunda waktu pembayaran 
yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual dalam melakukan 
transaksi jual beli ataupun dalam melakukan pembayaran lainnya. 
Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang 
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2. 
2 
 
yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 
dibenarkan syara’ (hukum Islam).3 
Istishna’ merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya 
obyek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak 
produksi. Istishna’ di definisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli 
dan pembuatbarang.
4
 
Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini untuk 
menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari 
gambaran secara umum Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan 
Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli istishna’ Studi Pada 
Toko Cahaya Aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan  memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli istishna’ 
(Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. 
Lampung Utara). Adalah sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif  
a. Karena penundaan pembayaran dalam jual beli istishna’ masih 
sering terjadi di antara penjual dan pembeli, sehingga penelitian 
ini dianggap perlu dan menulis tertarik untuk menganalisisnya 
dari sudut pandang hukum Islam. 
                                                             
3Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 
2016), h. 104. 
4
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Perdana Kencana 
Media,2005), h. 101. 
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b. Karena fakta dilapangan tidak sesuai dengan syarat Isitishna, 
yaitu dimana dalamjual beli pesanan barang ini masih adanya 
penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dan ketidakjelasan 
dalam pembayaran. 
2. Alasan Subjektif 
a. Di samping itu juga ada relevansinya dengan displin ilmu yang  
pelajari sebagai mahasiswa syari’ah prodi muamalah. 
b. Tempat dan penelitian terjangkau oleh . 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia hidup di dunia ini adalah sebagai subyek hukum yang 
tidak mungkin hidup menyendiri saja, tanpa ada hubungan kekerabatan 
sama sekali dengan manusia lainnya yang ada dimuka bumi. Manusia 
sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah 
bagi mereka. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan hubungan 
ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah. 
Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah 
untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan 
kehidupan. Menurut Rasyid Ridha,  muamalah adalah tukar menukar 
barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah 
ditentukan. 
5
 
Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh 
manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan 
                                                             
 
5
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2. 
4 
 
kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai 
dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, 
yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya 
memenuhi kebutuhan masing-masing.
6
 Allah sendiri berfirman dalam 
surah Al-Isra (17) ayat 84: 
 ِهِتَلِكاَش ٰىَلَع ُلَمْع َي ٌّلُك ْلُقۦ  ًليِبَس ٰىَدَْهأ َوُه َْنبِ ُمَلَْعأ ْمُكَُّبر َف  
 Artinya: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-
masing".Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 
jalannya.
7 
Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Namun 
demikian,  maka akan di bahas tentang jual beli secara pesanan, yakni jual 
beli istishna’. Istishna’ merupakan salah satu bentuk akad ghairu 
musamma yang mirip dengan salam. Hal ini dikarenakan keduanya sama-
sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan 
diserahkan kemudian. Istishna’ berarti suatu kontrak jual beli antara 
pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kritria yang 
jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga 
dinyatakan.
8
 
Ketentuan pembayaran pada istishna’ adalah sebagai berikut, Alat 
bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang 
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atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
9
 
Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi di toko Cahaya 
aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara pelaksanaan jual 
beli perabot kaca dan aluminium dengan cara dipesan biasanya  menunggu 
waktu beberapa minggu untuk membuat barang tersebut sampai barang 
yang dipesan benar-benar selesai dan dapat dikirim kepada pihak pemesan 
dan pembayaran harus dilunasi setelah  pesanan selesai. Tetapi dalam 
pembayaran tidak sedikit pembeli yang belum melunasi ketika barang 
sudah selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan bersama. 
Seperti yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara terdapat kegiatan jual 
pesanan perabot rumah tangga seperti lemari kaca, rak kaca, dan lainnya, 
jual beli istishna’ ini dilakukan oleh dua orang yaitu antara penjual dan 
pembeli pesanan dimana penjual adalah pembuat perabot lemari kaca, rak 
kaca, dan lainnya dan pembeli adalah orang yang memesan barang. 
Penjual dan pembeli bersepakat bahwa ketika barang sudah diselesaikan 
cicilan harus selesai dilunasi.  ketika sudah selesai barang dibuat, pemesan 
atau pembeli melakukan penundaan pembayaran dengan alasan pemesan 
mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sehinnga harus tertunda 
untuk pembayarannya . pembeli bisa merugikan penjual karena menunda 
pembayaran dan telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati 
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bersama dimana pembayaran sudah dilunasi ketika barang sudah 
diselesaikan oleh penjual, dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan 
oleh pihak lainnya. Penundaan pembayaran ini bisa berisiko penipuan 
terhadap pihak penjual. 
Penundaan pembayaran dalam sistem jual beli istishna’ ini dapat 
merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah di 
tentukan waktu penyelesaian bersama tetapi pembeli belum melunasi 
utang nya kepada penjual ketika barang atau pesanan sudah selesai dibuat. 
Jika sengaja memunda membayar hutang padahal mampu ini adalah 
kedzaliman.Seperti dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh 
shahih Bukhari , Rasulullah SAW bersabda : 
 ُُكدَحَأ َعِبُْتأاَذِإَو ٌمُْلظ ِِّنَِغْلا ُلْطَم َل َاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ْبَِّنلا ِنَع ََةر َْيرُه ْبَِأ ْنَع ْم 
 ىَلَع ْعَبْتَيْل َف ِّيِلَم )اوره ملسمو ىر اخبل ا(10 
“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda: 
penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adaah 
penganiyaan (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu 
(utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia 
menerimanya”. (Hadist Riwayat Abu Dawud) 
 
Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan 
dalam jual beli istishna’ di Toko Cahaya Aluminium , salah satu syaratnya 
tidak terpenuhi yaitu tidak ada kejelasan waktu. akad atau perjanjian ini 
pembayarannya tidak dapat dilakukan langsung dan harus ditunda dari 
pihak pembeli atau penerima barang dan penjual harus menunggu 
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pembayaran dari pihak pemesan, baru setelah nantinya pihak pembeli atau 
pemesan membayar penjual barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. 
Akan tetapi pihak pemesan atau penerima barang tidak menyebutkan 
waktu pembayaran dalam jual beli kepada penjual atau pembuat , sehingga 
penjual menunggu pembayaran yang ditunda  dan tidak diketahui secara 
jelas waktunya. 
Berdasarkan fenomena diatas, maka saya tertarik untuk mengkaji 
lebih jauh pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam 
jual beli istishna’ yang dilakukan oleh pembeli di Toko Cahaya 
Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
Dalam hal ini pelakasanaan yang terjadi masih sangat banyak di 
masyarakat tanpa mengetahui konsekuensinya, sehingga  mengangkat 
judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan 
Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna’ (Studi 
pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara). 
D. Fokus Penelitian 
 Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini 
lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan 
pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli 
istishna’. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi 
dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan pada 
“penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna’ 
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pada Toko Cahaya Aluminium Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung 
Utara”. 
E. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi 
permasalah pokok yaitu : 
1. Bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan 
dalam Jual Beli Istishna’ pada Toko Cahaya Aluminium  Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada 
sistem dalam jual beli istishna’ pada Toko Cahaya Aluminium  
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ? 
F. Tujuan  Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan 
dalam skripsi di antaranya : 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah  
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran pada 
sistem pesanan dalam jual beli istishna’ pada Toko Cahaya 
Aluminium  Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten 
Lampung Utara 
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b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang penundaan 
pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna’ pada 
Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara. 
G. Signifikasi Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh 
masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan penundaan 
pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna’, serta 
mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaanya sesuai 
dengan hukum Islam. 
b. Secara praktis 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh 
masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan 
dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari’ah Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
 Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 
membicarakan/ mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan 
penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, 
merumuskan menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan 
fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam 
10 
 
penelitian ini adalah metode kualitatif. Dikarenakan metode ini 
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 
responden, maka  akan menggunakan identifikasi sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi 
atau lapangan, yang diguakan untuk cara khusus dan realita yang 
berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai 
beberapa permasalaha aktual yang tengah berkecamuk sebagai 
bentuk gejala sosial. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan 
cara terjun langsung kelokasi penelitian di Toko Cahaya 
Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung 
Utara. 
Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, 
dengan menggunakan beberapa literatur yang ada diperpustakan 
baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 
penelitian tertentu yang bersifat relefan dengan masalah yang 
diangkut untuk diteliti. 
b. Sifat penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 
penelitian yang digunkan untuk menganalisis data dengan cara 
mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
11 
 
sebagaimana adanya. Menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku 
atau gambaran mengenai realita. 
2. Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum 
yang terkait dengan pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem 
pesanan dalam jual beli istishna’. Oleh karea itu sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data primer adalah data yang di ambil langsung, tanpa perantara 
dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau 
manusia. Yang  ambil di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
b. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari 
sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-
dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran majalah) atau 
seseorang ,mendapat inforasi dari orang lain. 
3. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki kateristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai 
yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, 
lembaga dan media sebagainya. Dalam penelitian ini, populasi 
yang dipilih adalah pemilik Toko Cahaya Aluminium 1 orang dan 
pembuat kaca aluminium yang berjumlah 3 orang  
12 
 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian pokok dari populasi yang diambil dengan 
cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan 
lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Berdasarkan buku 
Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subyeknya 
kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, jika subyeknya 
lebih dari 100 orang maka diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 
atau lebih.
11
Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, 
yaitu 4 orang maka penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh 
karena itu, sampel dalam populasi ini berjumlah 4 orang. 
4. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan 
data sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan 
ini untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan 
wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lainnya.
12
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya.
13
 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan 
data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dalam metode 
pengolahan data ini  menggunakan beberapa cara diantaranya : 
a. Tahapan Pemeriksaan Data (editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengkoreksian data yang masuk atau (raw date) terkumpul itu 
tidak logid dan meragukan, dan sudah sesuai/relevan dengan 
masalah peneliti. 
b. Tahapan Sistematika Data 
Tahapan Sistematika Data adalah menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah. 
6. Metode Analisis Data 
Dalam hal ini setelah melakukan pengumpulan data baik dari 
lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai 
dengan permasalahannya. Data yang diperoleh baik data lapangan 
maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode 
kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 
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mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat 
terkait dengan pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem 
pesanan dalam jual beli istishna’. Tujuannya dapat dilihat dari sudut 
pandang hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan ilmu serta 
pemahaman mengenai penundaan pembayaran pada sistem pesanan 
dalam jual beli istishna’ menurut hukum Islam. 
 Metode berfikir dalam penelitian  ini menggunakan metode berfikir 
induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus 
untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih 
umum mengenai fenomena yang diselidiki. Maksudnya menarik 
kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus 
kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori  
1. Jual Beli Istishna’ 
a. Pengertian jual beli istishna’ 
Secara bahasa, kata istishna’diambil dari kata Shana’a yang berarti 
membuat yang kemudian lalu ditambahkan huruf alif, sin dan ta’ 
menjadi istishna. Yang berarti meminta untuk dibuatkan/ dipesan 
sesuatu.
1
 
Secara terminologi Istishna’ berarti meminta kepada seseorang 
untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. 
Istishna’ juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang 
untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad Istishna’ 
barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil 
karya.
2
 
Menurut ahli fikih, pengertian Istishna’ adalah suatu permintaan 
untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang 
materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).
3
 
Istishna’ ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan 
kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai 
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pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad 
Istishna’ sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi 
objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad Istishna’ 
tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima 
pesanan atau penjual.
4
 
Pengertian Istishna’ menurut istilah tidak jauh berbeda dengan 
menurut bahasa Wahbah Zuhaili mengemukakan Istishna’ adalah: 
“Ístishna adalah akad di mana seseorang produsen mengerjakan 
sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli 
sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan 
dari pihak produsen tersebut”5 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Istishna’ adalah jual 
beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak 
penjual.
6
 
Pendapat lain mengatakan, Istishna’ berarti meminta kepada 
sesorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi 
tertentu. Istishna’ juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang 
yang akan dibuat oleh seseorang. Para ulama menilai bahwa akad 
Istishna’ termasuk dalam akad jual beli, bukan akad upah mengupah 
atau sewa menyewa jasa (ijarah). Jumhur ulama memandang akad ini 
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akad salam (jual beli pesanan), sehingga syarat-syaratnya pun sama 
dengan syarat yang berlaku dalam jual beli salam. Semua barang yang 
sudah dipesan oleh penerima barang harus diberikan pada waktu akad 
disepakati dan pada waktu penyerahan harus jelas barangnya. Jadi 
dalam Istishna’ barang yang menjadi objek adalah barang-barang 
buatan atau hasil karya. Adapaun bahan dasar yang digunakan untuk 
membuat barang tersebut adalah barang milik pembuatnya, apabila 
bahan dasarnya dari orang yang memesan maka akadnya bukan 
Istishna’ tetapi akad ijarah.7 
Berdasarkan definisi-definisi di atas Istishna’ adalah akad antara 
dua orang di mana salah seorang mustashni’ (pemesan) minta 
dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya 
(shani’).8 
Akad istishna terdapat dua jenis, yakni :  
a) Akad Istishna’   
 Istishna’ adalah akad jual beli yang berbentuk pemesanan dengan 
kriteria dan persyaratan tertentu dalam pembuatan barang yang 
telah disepakati bersama antara pemesan (pembeli/mustashni’ )dan 
penjual (pembuat/ shani’ ). Menurut hukum Islam istishna’ 
merupakan bentuk transaksi pembiayaan yang berprinsip pada 
syariah. Akad istishna’ ini pembuatan barang melalui seseorang 
untuk dibuatkan barang atau membeli barang tersebut sesuai 
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dengan spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak 
dan akan menjual barang tersebut kepada pembeli akhir.  Penjual 
dan pembeli sepakat dengan harga yang ditetapkan dan sistem 
pembayaran, sistem pembayaran tersebut bisa dilakukan dimuka, 
cicilan, atau ditangguhkan sampai dengan waktu yang akan 
datang.
9
 lain dengan halnya produsen untuk dibuatkan atau 
menyediakan barang pesanan. Dengan demikian penjual berperan 
sebagai pembeli, yaitu dimana pihak penjual memesen barang dari 
pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara 
istishna’. Akad antara produsen (yang menyediakan barang 
pesanan) dan penjual  berpisah dari akad pertama antara penjual 
dan pembeli akhir. Akad kedua akan sah, apabila akad petama telah 
dilakukan atau sah. Apabila antara penjual dan produsen (yang 
menyediakan barang pesanan) selesai menyelesaikan barang atau 
akad, maka baru akan dilakukan akad ketiga yaitu sebagai penjual 
pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah di 
sepakati antara pembeli dan penjual dan dengan harga yang telah 
disepakati.
10
 
Jual beli dengan tempo pembayaran diperbolehkan secara syar‟i 
sebagaimana diperbolehkan jual beli dengan cara pembayaran 
kontan, jual beli dengan cara pembayaran ditangguhkan hal ini 
diperbolehkan oleh Nabi Rasulullah “barang siapa yang berutang 
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dengan kurma maka hutangnya tersebut harus jelas tukarannya, 
jelas timbangannya dan jelas tempo pembayarannya. Nabi 
Muhammad SAW juga pernah membeli makanan dari seseorang 
yang non muslim dan beliau lalu menjadikan baju besinya sebagai 
jaminan.
11
 Jika tempo waktu yang ditentukan tidak diketahui maka 
jual beli tersebut menjadi tidak sah karena tidak adanya kejelasan 
dalam hal ini bisa mengembangkan kelancaran pembayaran 
menjadi sesuai tuntutan akad. Hal tersebut dapat terjadi karena 
penjual berhak atas pembayaran yang diberikan pihak pembeli, 
penjual akan menuntut pelaksanaan pembayaran tersebut secepat 
mungkin. Sebaliknya pembeli akan menunda pembayaran selama 
mungkin. Hal ini akan dapat menimbulkan perselisihan antara 
kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan. Oleh 
karena itu, Islam menganjurkan untuk mensyaratkan pembatasan 
tempo waktu pembayaran. Apabila pihak pembeli menyepakati 
ketetapan pembayaran tetap, boleh asalkan pihak penjual 
meridhainya.
 12
 
b) Istishna’ Paralel 
 Istishna’ paralel adalah suatu penjelasan dari bentuk akad Istishna’ 
antara pembuat dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajiban 
dari penjual kepada pemesan, penjual melakukan akad 
Istishna’  dengan pihak lain (sub kontraktor) yangdapat memenuhi 
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Kehidupan, (Jakarta: Lentera, 2006), cet. Ke-2, h. 187. 
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segala yang dipesan pembeli. Dimana akad Istishna’ yang pertama 
tidak bergantung pada Istishna’ kedua.13 Istishna Paralel banyak 
digunakan atau diaplikasikan pada perbankan seperti bank Islam. 
Ada konsekuensi bank Islam saat menggunakan istishna paralel 
yaitu:
14
 
1) Bank Islam yaitu sebagai pembuat kontrak pertama tetap satu-
satunya pihak yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kewajiban dari istishna paralel  atau subkontrak untuk 
sementara harus dianggap tidak ada. Oleh karena itu, bank Islam 
sebagai sahni’ pada kontrak pertama, bank sepenuhnya tetap 
bertanggungjawab akan setiap kelalaian, pelanggaran, amupun 
kesalahan kontrak yang bersal dari kontrak paralel. 
2) Penerima sub kontrak dari pembuatan paralel bertanggung 
jawab akan bank Islam sebagai pihak pemesan. Bank Islam 
dengan pembeli tidak mempunyai hubungan hukum secara 
langsung pada kontrak pertama akad jual beli istishna’. jual beli 
istishna’ kedua ialah kontrak paralel, tetapi bukan bagian 
ataupun syarat dari kontrak pertama. Dengan demikian, kedua 
kontrak tersebut tidak mempunyai kaitannya dengan hukum. 
3) Bank Islam sebagai shani’ maupun pihak yang siap untuk 
mengadakan maupun membuat barang, akan bertanggungjawab 
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atas pelaksanaan sub kontrak kepada pembeli atas kesalahan dan 
jaminan yang akan timbul darinya. Kewajiban ini yang akan 
memberi kebebasan istishna’ paralel  juga menjadi kebolehan 
untuk memungut keuntungan bagi pihak bank. 
 Jual beli dengan menggunaka istishna paralel salah satu 
bentuk pekerjaaan yang juga dianjurkan oleh Islam karena para 
ulama mendefiniskan muamalah yaitu akad yang 
memperbolehkan manusia untuk menukar manfaat. 
b. Dasar Hukum Istishna 
 Jual beli istishna’’ menyamai pada jual beli as-salam dimana 
sama-sama memberikan uang terlebih dahulu, maka secara umum 
dasar hukum yang berlaku pada jual beli as-salam juga berlaku pada 
jual beli pesanan/ istishna’. 
 Jual beli pesanan seperti ini di syari‟atkan dalam Islam berdasarkan 
dalam firman Allah surat Al-Baqarah, 2:282 yang berbunyi : 
 ُهوُُبتْكَاف ى ِّمَسُم ٍلَجَأ َٰلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي 
Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah 
tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya….”15 
Ayat di atas menjelaskan hukum mubahnya dan dalam tata 
administrasi perlunya ada catatan berupa buku-buku atau kwitansi 
lainnya yang di perlukan untuk ketertiban dan terjaminnya lupa atau 
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perbuatan penipuan, dan sebaiknya waktu pembayaran harus 
ditentukan waktunya dalam jual beli.
16
 
Jual beli istishna’ terdapat juga dalam firman Allah SWT surat An-
Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi : 
 ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضَار َت َللا  اًميِحَر ْمُكِب َناَك   
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”17 
 
Landasan hukum pensyariatan akad istishna’ didasarkan pada 
hadis Nabi SAW. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah 
memesan cincin dari perak agar dibuatkan. Seperti yang dijelaskan 
pada hadis riwayat Muslim di bawah ini: 
 ْنَعونع للا يضر ٍسََنأ  ِْبَّنلا ىَّلَص  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللا   َناَك  َلَِإ َبُتْكَي ْنَأ َدَاَرأ
 ًاَتَاَخ َعََنطْصَاف .ٌِتِاَخ ِوْيَلَع ًابَاتِك َّلَِإ َنوُل َبْق ََيلَ َمَجَعْلا َّنِإ َُول َليِقَف ِمَجَعْلا
 ٍة َّضِفْنِم ّنَِأَك:َلَاق  .ِهِدَي ِفِ ِوِضاَي َب َلَِإ ُُرظَْنأ)ملسم هاور(18 
Artinya:Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat 
kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja 
non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka 
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beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan 
perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat 
menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.(HR. Muslim) 
Dalam hadist lain juga dielaskan:  
 َلاَق َف َِبَْنِمْلا ِنَع َُونُوَلأْسَي ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس َلَِإ ٌلاَِجر ىََتأ َلَاق ٍِمزاَح بَِأ ْنَع
 يِرُم ْنَأ ٌلْهَس اَىاََّسَ ْدَق ٍَةَأرْما ََةَنلاُف َلَِإ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللا ىَّلَص ِللا ُلوُسَر َثَع َب
 َوَْعأ لِ ُلَمْع َي َرا َّجَّنلا ِكَمَلاُغ ُوَْترَمَأَف َساَّنلا ُتْمَّلَك اَذِإ َّنِهْيَلَع ُسِلْجَأ اًدا 
 ِوْيَلَع ُللا ىَّلَص ِللا ِلوُسَر َلَِإ ْتَلَسْرَأَف َاِبِ َءاَج َُّثُ َِةباَغْلا ِءَافَْرط ْنِم اَهُلَمْع َي 
 َو ِوْيَلَع َسَلَجَف ْتَعِضُو َف َاِبِ َرَمَأَف َاِبِ َمَّلَس)ىراخبلا هاور(19  
Artinya:Dari Abu Hazim, ia berkata ada beberapa lelaki datang 
kepada Sahal bin Sa‟ad menanyakan tentang mimbar lalu ia 
menjawab: Rasululah saw mengutus seorang perempuan yang telah 
diberi nama oleh Sahal, ” Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, 
untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika 
saya nasehat pada manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk 
membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan 
membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasululah 
saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka 
Nabi duduk di atasnya. (HR Bukhari(. 
 Perbuatan nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu 
pedoman bahwasanya akad dalam pemesanan itu diperbolehkan dalam 
hukum Dagang Islam. Selain dari pada pendapat para ahli fiqh dalam 
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kaidah fiqh yang “semua ushul itu halal selama tidak ada dalil yang 
mengharamkannya”.20 
 Menurut jumhur fuquh jual beli istishna’ merupakan suatu jenis 
khusus yang sama dengan jual beli salam. dengan demikian, ketentuan 
jual beli istishna’ mengikuti aturan-aturan pada jual beli salam. 
Namun demikian, para ulama membahas lebih lanjut jual beli 
Istishna’ dengan pemaparan sebagai berikut : 
Menurut mazhab hanafi, jual beli Istishna’ termasuk akad yang 
dilarang karna bertentangan dengan semangat bai’ secara qiyas. 
Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak 
penjualan harus ada dan dimiliki oleh orang penjual, sedangkan dalam 
Istishna’, pokok kontrak ini belum ada atau tidak dimiliki penjual. 
Meskipun demikia mazhab Hanafi menyetujui kontrak Istishna’ atas 
dasar istihsan karena dasar berikut.
21
 
a) Masyarakat telah mempraktekkan istishna’ secara luas dan terus 
menerus tanpa keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan istishna’ 
sebagai kasus ijma‟ atau consensus secara umum. 
b) Dalam Islam dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas 
berdasarkan ijma‟ ulama. 
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c) Keberadaan Jual beli Istishna’ didasarkan atas kebutuhan 
masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada di 
pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang 
lain membuatkan barang untuk mereka. 
d) Jual beli istishna’ sah sesuai dengan aturan umum mengenai 
kebolehan kontrak salam tidak bertentangan dengan nash aturan 
Islam. 
Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad Istishna’ 
yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad Istishna’. 
Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini 
adalah:
22 
a) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna’. 
b) No. 22/DSN-MUI/III/2002tentang Jual-Beli Istishna Paralel. 
 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah 
umum tidak memperbolehkan Istishna’. Karena Istishna’ merupakan 
jual barang yang belum ada. Sementara jual beli semacam ini dilarang 
oleh Rasulullah SAW, karena barang yang menjadi objek jual beli 
tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa 
dikatakan Ijarah, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat 
barang adalah milik sipenjual atau shani’. Hanya saja, bila 
berlandaskan pada istishsan, ulama Hanafiyyah memperbolehkan. 
Karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan 
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oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (ijma’) tanpa 
ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi‟i dan Ahmad berpendapat 
bahwa Istishna’ diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad 
salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum 
ada.
23
 
Transaksi ístishna’ ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh 
masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang 
mengingkarinya.
24
 
c. Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna’ 
1) Rukun Jual Beli Istishna’ 
Transaksi jual beli istishna’merupakan suatu jenis khusus dari 
akad jual beli as-salam. ketentuan jual beli istishna’ mengikuti 
aturan akad dan ketentuan jual beli as-salam. Maka dari pada itu, 
pelaksanaan jual beli istishna’ harus memenuhi sejumlah rukun, 
yaitu sebagai berikut :
25 
a. Muslam atau Pembeli, yaitu mustashni’ (pembeli) adalah pihak 
yang membutuhkan dan yang memesan barang. 
b. Muslam Alaih atau Penjual adalah pihak yang memproduksi 
barang pesanan.  
c. Objek akad, yaitu Barang yang dijadikan obyek akad 
disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukuranya. Syarat 
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barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status 
tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukan kejelasan 
jumlah dan sifat–sifatnya yang membedakan dengan lainnya 
sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui 
dengan jelas.
26
 
Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek 
akad misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha 
menetapkan empat syarat dalam objek akad berikut ini: 
a) Barang ( mashnu‟) harus ada ketika akad 
Barang tidak sah dijadikan objek akad apabila barang 
tersebut tidak ada ketika akad seperti jual beli yang sesuatu 
yang belum matangdipohon atau menjual sesuatu yang 
masih didalam tanah. Ada beberapa hal syara‟ yang 
membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti 
menjual buah– buahan yang masih dipohon setelah tampak 
matang buahnya dengan syarat-syarat tertentu.
27
 
b) Sesuai dengan ketentuan syara 
Ulama fiqh berpendapat bahwa barang yang akan 
menjadikan akad harus sesuai dengan ketentua syara‟. 
Barang tersebut menjadi haram apabila dipandang tidak 
sah akadnya. 
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c) Dapat diberikan waktu akad  
Ahli fiqh bersepakat bahwa barang yang dijadikan akad 
harus dapat diserahterima ketika sudah ada akad. Yang 
tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang 
masih ada di udara tidak di pandang sebagai akad. 
d) Ma’qud ‘Alaih harus diketahui oleh kedua belah pihak 
yang akad  
Ulama fiqh menetapkan bahwa ma’qud ‘alaih kedua belah 
pihak harus mengetahui jelas akadnya. jual beli gharar, 
dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang berakad 
adalah larang sunnah. 
e) Ma’qud ‘Alaih harus suci  
Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa ma’qud alaih 
harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain 
ma’qud ‘alaih yang dijadikan akad ialah segala sesuatu 
yang bersih atai suci, yang dapat dimanfaatkan menurut 
syara‟.28 
d. Sighat yaitu ijab dan qabul,29ijab adalah perkataan dari pihak 
pemesan yang meminta dibuatkan kepada seseorang untuk 
membuatkan sesuatu barang kepadanya dengan imbalan 
tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan 
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untuk memberikan pernyataan persetujuannya atas hak dan 
kewajibannya tersebut. 
Para ulama menetapkan adanya tiga ketentuan dalam sighat 
(ijab dan qabul), yaitu:
30 
a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami 
oleh pihak yang melakukan akad. 
b) Antara ijab dan qabul harus sesuai. 
c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada 
ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau 
berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. 
Segala macam ketentuan  akad dan serah terima, 
merupakan dari jiwa yang harus merelakan dalam 
menyerahkan suatu barang tersebut yang masing-masing 
melakukan transaksi. Dengan demikian ijab merupakan suatu 
penyerahan barang, walaupun tanpa ada kalimat penyerahan, 
dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, walaupun 
tanpa kalimat yang diucapkan. 
Maudhu akad adalah yang utama disyariatkanya maudhu 
akad hakikatnya maksudnya dengan satu arti yaitu asli akad 
dan hukum akad. Namun pada  asli akad di paparkan sebelum 
terujudnya akad, hukumnya dilihat dari peristiwa setelah 
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terjadinya akad. Sedangkan maudhu akad berada di antara 
keduanya.
31
 
Hal ini sangat berkaitan erat antara hubungan batinnya dan 
dzahir akad. Para ulama, ada yang menjelaskan bahwa antara 
zahir dan batin akad harus saling bersesuaian. Akan tetapi ada 
sebagian para ulama lainya tidak mempermasalahkan masalah 
batin atau tujuan akad.
32
 
Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah menetapkan beberapa 
hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim 
yaitu:
33
 
a) Menjual anggur untuk dijadikan khamar.  
b) Jual beli yang memunculkan suatu riba.  
c) Menjual alat senjata untuk melakukan fitnah atau 
pemberontakan dan lainnya. 
Adapun para ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syiah yang 
mempermasalahkan masalah batin akad, para ulama 
berpendapat bahwa akad tidak hanya dilihat dari sisi dzahirnya 
saja, tetapi juga batin. Dengan demikian, tujuan memandang 
akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan 
syara‟ dianggap batal.34 
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Ketentuan dalam pembayaran jual beli istishna’yaitu:35 
a) Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya, 
yaitu berupa barang, uang, atau manfaat, demikian juga 
cara pembayaran. 
b) Pembayarn dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. 
c) Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan. 
Apabila setelah melakukan tanda tangan akad pemesan 
mengubah bentuk barang maka terdapat penambahan 
biaya akibat perubahan ini maka itu menjadi tanggung 
jawab. 
d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. 
Ketentuan tentang barang yaitu:
36
 
a) Harus jelas spesifikasi ciri-ciri barang tersebut dan dapat 
diakui sebagai hutang. 
b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
c) Penyerahannya dilakukan kemudian. 
d) Tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
e) Brang yang sudah dipesan dan belum diterima tidak boleh 
diperjualbelikan 
f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang 
sejenis sesuai kesepakatan. 
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g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 
untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 
Berkaitan dengan syarat istishna’, kalangan Hanafiyah 
mensyaratkan tiga hal agar istishna’ sah. Tiga syarat ini 
apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad istishna’ 
dianggap rusak atau batal.
37
 
a) Barang yang menjadi objek istishna’ harus jelas, baik 
jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur 
ini tidak jelas, maka akad istishna’ rusak. Karena barang 
tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus 
diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus 
dijelaskan spesifikasinya bahan, jenis, model, ukuran, 
bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan 
barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, 
karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di 
antara para pihak yang bertransaksi. 
b) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa 
digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan 
seperti pakaian, perabot rumah, furniture, dan sebagainya. 
c) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu 
tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila 
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waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan 
sebagai akad salam. 
Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanam, 
karena jika akad tersebut dibatasi dengan tenggang waktu 
tertentu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu 
Hasan Asy-Syaibani, keduanya Abu Hanifah, menyatakan 
syarat tenggang waktu ini diperbolehkan saja disepakti kedua 
belah pihak, diperbolehkan juga akad ini tanpa tenggang 
waktu.
38
 
Salah satu syarat  yang paling penting pada akad istishna’ 
adalah pada bahan mentah (raw material). Dari barang 
pesanan tersebut harus disediakan sendiri oleh pembuat 
(shani’). Apabila bahan mentahnya berasal dari mustashni’, 
perjanjian ini tidak bisa disebut akad istishna’ tetapi menjadi 
akad ijarah. Apabila barang pesanan tersebut sudah jadi, 
tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh mustashni’ 
maka mustashni’ boleh menolak untuk menerima barang 
tersebut dan shani’ harus menggantikannya dengan barang 
yang sesuai yang telah ditentukan oleh mustashni’ 
sebelumnya.
39
 
Apabila rukun dan syarat semuanya telah dipenuhi, maka 
jual beli Istishna’ ini dinyatakan sah dan masing-masing 
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kedua belah pihak terikat dengan ketentuan yang mereka 
sepakati.
40
 
Sifat akad istishna’, terdapat perbedaan pada pendapat 
ulama dalam hal menentukan sifat istishna’, dikalangan 
ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, yaitu akad 
istishna’ itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. 
Sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk 
mengundurkan diri dari akad istishna’.41 Akan tetapi, imam 
abu yusuf dan ibn abidin (1784-1836) keduanya ahli fiqh 
mazhab hanafi, berpendapat bahwa akad istishna’ bersifat 
mengikat. Bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan 
produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, 
tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari 
pesananya. Jumhur ulama yang memasukkan istishna’ ke 
dalam kategori jual beli salam menyatakan bahwa akad 
istishna’ bersifat mengikat kedua belah pihak.42 
d. Penetapan waktu penyerahan dalam jual beli istishna’ 
 Akad jual beli istishna‟ dalam penetapan penyerahan tertentu tidak 
merupakan keharusan. Apabila waktu di tentukan, menurut Imam Abu 
Yusuf, syarat ini tidak diperlukan. Menurutnya istishna’ merupakan 
hukumnya yang sah. Baik waktunya itu ditentukan maupun tidak. 
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Karena menurut adat kebiasan, dalam penentuan waktu ini biasa 
dilakukan dalam melakukan akad istishna’. Sedangkan menurut Imam 
Abu Hanifah, akad akan merubah menjadi akad salam seperti 
penyerahan dalam alat pembayaran di majlis akad akad. 
43
 
 Pembeli memiliki pilihan saat melihat barang yang 
diperjualbelikan untuk mengambilnya dengan harga utuh atau 
membatalkan akad tersebut dengan khyar ru‟yah (pengalihan) baik ia 
mendapatkan barang tersebut dengan kondisi yang sebagaimana telah 
dia deksprisikan sebelumnya maupun tidak, ini merupakan pendapat 
dari Abu Hanifah dan Muhammad, sementara itu menurut Abu Yusuf 
menjelaskan “apabila dia mendapati sesuai dengan sebagaimana yang 
telah dideskripsikan maka dia tidak memiliki khiyar, demi 
menghindarkan kerugian dari penjualnya karena dengan begitu bisa 
jadi orang lain tersebut tidak akan mau membeli barang penjual yang 
dibuat tersebut dengan harga yang diberikan.
44 
e. Tujuan jual beli Istishna’ 
Dengan keidzinan syara‟ dalam melakukan salam, maka tujuan jual 
beli istishna’ yaitu adanya keuntungan bagi kedua pihak dimana saling 
tolong menolong diantara kedua beah pihak yang menguntungkan, 
yaitu dimana para pihak pemesan barang tersebut dapat memesan 
barang tersebut dengan bayaran yang dilakukan secara berangsur dan 
sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak selama tidak ada 
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yang merasa terbebani atau memberatkan. Adapun tujuan hukum Islam 
yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan 
mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak 
yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.
45
 
f. Hak dan Kewajiban Pelaku Istishna’ 
a) Pihak pertama dalam hal ini penjual menyetujui untuk mengganti 
rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pembeli atas segala kerugian 
apabila terdapat kerusakan pada pesanan barang sebagai 
keteledoran dari pihak penjual. 
b) Pihak kedua dalam hal ini pembeli atau penerima pesanan wajib 
dan menyetujui untuk melakukan pembayaran angsuran secara 
bertahap kepada pihak pertama dalam hal ini penjual atau pembuat 
barang untuk membayar cicilan sesuai kesepakatan bersama, 
misalnya sebesar Rp. 750.000/minggu selama tiga bulan. 
c) Pihak pemesan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari 
pembuat barang yaitu: 
a) Penyerahan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan 
waktu yang telah ditetapkan. 
b) Jumlah yang telah dibayarkan. 
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g. Berakhirnya Akad Istishna’ 
Kontrak istishna’ bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi 
berikut: 
a) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 
b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan 
kontrak. 
c) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal 
untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, 
dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.
46
 
Mekanisme pembayaran transaksi istishna’ yang telah dapat dalam 
akad dilakukan dengan tiga cara, yakni :
47
 
a) Pembayaran dimuka secara keseluruhan 
Proses ini merupakan pembayaran dengan keseluruhan harga 
barang pada saat dilakukan akad sebelum aktivitas pesanan yang 
dipesan oleh pihak pembeli atau penerima pesanan pada 
pembeliana akhir. Cara pembayaran seperti ini sama halnya dengan 
pembayaran dalam transaksi salam. 
b) Pembayaran setelah menyelesaikan barang 
Prosese pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada pembuat 
pesanan setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli 
akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran 
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secara angsuran. Cara pembayaran Istishna’ seperti ini sama 
dengan cara pembayaran transaksi murabahah. 
c) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan 
Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan dilakukan bertahap 
atau secara angsuran selama dalam proses pembuatan barang 
pesanan. Mengenai cara pembayaran memungkinkan adanya 
pembayaran dalam beberapa cara sesuai dengan perkembangan 
proses pembuatan barang pesanan. 
h. Hikmah disyariatkannya Istishna’ 
Barang-barang produksi yang sudah ada tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika 
produk–produk itu juga meningkat sehingga harus menciptakan 
produk produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. 
Dalam kondisi seprti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan 
terpenuhinya kebutuhan dan selera baik dari segi bentuk dan 
kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama sama 
memperoleh kemaslahatan.
48
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1. Penundaan Pembayaran Hutang 
a. Pengertian penundaan pembayaran hutang 
 Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas 
hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.
49
 
 Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai 
dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda 
pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika 
pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. 
 Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang 
harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak 
dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda 
pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud 
dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu 
membayar hutang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur 
pembayarannya. 
 Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan 
baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh 
tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah 
dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan 
hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum 
maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung 
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pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang 
harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.
50
 
b. Dasar hukum penundaan pembayaran hutang 
 Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah 
ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis 
riwayat Muslim: 
 َفَل َتْسِا :لََاق ِعِفَار ْبَِا ْنَعَو ُلِِبإ ُوْتََءاَجَف ًارْكِب َمَّلَسَو ِِولأَو ِوْيَلَع ُللا ىَّلَص ُِّبَّنلا
 ًلاََجَ َّلَِإ  ِلِبِلإْا فِ ْدِجَأ َْلَ ّنِِإ :ُتْلُق َف ,َُهرْكِب َلُجَّرلا َيِضَْقا ْنَأ نَِرََمَاف ِةَقَد َّصلا
 ِْيَخ ْنِم َّنِإَف ُهَاِيا ِوِطَْعأ:َلاَق َف اًيِعَاُبر ًاراَيِخ ًءاَضَق ْمُه َنَسْحَا ِساَّنلا 51  
Artinya:Dari Abu Rafi‟ ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta 
perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi 
memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki 
pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya 
tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang 
berumur enam masuk tujuh tahu” Nabi kemudian bersabda: “Berikan 
saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang 
paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim) 
 Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar 
utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk 
orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.
52
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Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu: 
a) Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang 
yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak 
memiliki  udzur yang  dibenarkan  oleh agama setelah  orang yang  
memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.
53
 
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 
 ٌمُْلظ ِّنَِغْلا ُلْطَم َل َاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللا ىَّلَص ِْبَّنلا ِنَع ََةر َْيرُى ْبَِأ ْنَع
 ْعَبْتَيْل َف ّيِلَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ َعِبُْتأاَذِإَو 54 
Artinya:Dari Abi Hurairah bahwa Rasululloh SAW bersabda: 
“Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah 
sebuah kedzaliman, maka jika salah seorang dari kalian 
dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (Hadits 
riwayat Abu Dawud). 
 
Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan 
seperti hadist diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang 
berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya. 
Berdasarkan hadits diatas Rasulullah Saw. Memberikan 
perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang 
tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan 
tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan 
hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran 
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kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk 
melunasi atau membayar hutang-hutangnya.  
Apabila ada seseorang yang mampu (kaya) maka dapat pula 
menghiwalahkan kepada orang yang mampu untuk membayarnya, 
maka dia harus menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya 
hendaklah dia menagih uangnya kepada orang yang sudah 
diberikan hiwalah. Dengan begitu orang yang memberi hutang 
dapat mendapatkan haknya yaitu dapat dibayar dan dapat terpenuhi 
atas hutang-hutang tersebut. 
Hiwalah hukumnya boleh (mubah), dengan syarat tidak ada 
unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. 
Transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini 
bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.
55
 
b) Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang 
tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau 
uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya 
padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih 
belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal 
lainnya yang sudah dibenarakan dalam agama seperti yang 
dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 
yaitu: 
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 ْنِإَو  َناَك وُذ  ٍَةرْسُع  ٌَةرِظَن َف  َلَِإ  ٍَةرَسْيَم  ْنَأَو اوُق َّدَصَت  ٌر ْ يَخ  ْمُكَل  ْنِإ  ْمُتْنُك 
 َنوُمَلْع َت  
 Artinya:”jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui”.56 
Dan juga yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Rasulullah SAW : 
 َو ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ونع للا يضر ََةر َْيرُى بَِأ ْنَع َالل   ملسو ويلع للا ىلص
 َس َّف َن ,اَي ْن ُّدَلا ِبَرُك ْنِم ًَةبْرُك ٍنِمْؤُم ْنَع َس َّف َن ْنَم ُللا  ِبَرُك ْنِم ًَةبْرُك ُوْنَع
ا َر َّسَي ,ٍرِسْعُم ىَلَع َر َّسَي ْنَمَو ِةَماَيِقَْلا ِمْو َي  ُللا  ,َِةرِخْلْاَو اَي ْن ُّدَلا فِ ِوْيَلَع
 ,اًمِلْسُم َر َتَس ْنَمَو َُهر َتَس ُللا  َو ,ِةَرِخْلْاَو اَي ْن ُّدَلا فِ ُللا  َناَك اَم ِدْبَعَْلا ِنْوَع فِ
 ِويِخَأ ِنْوَع فِ ُدْبَعَْلا) ٌمِلْسُم ُوَجَرْخَأ(57 
Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: 
“Barang siapa membantu salah satu mukmin dari suatu kesukaran 
didunia, maka Allah SWT akan membebaskannya dari suatu 
kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan 
kepada orang yang berada dalam kesuliuan, maka Allah akan 
memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa 
menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di 
dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama 
hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”. 
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Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang 
mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq 
karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu 
apakah fasiq itu jatuh sebelum penagih  hutang atau menjadi fasiq 
dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja 
menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq 
sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja 
menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, 
maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila 
penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan 
menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan 
sendirinya.
58
 
c. Prinsip-prinsip penundaan pembayaran hutang 
 Dalam melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, tidak 
boleh mendatangkan kerugian yang dilarang. Baik  transaksi yang 
merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun 
prinsip-prinsip yang perlu di perhatikan adalah : 
a) Prinsip ridha 
 Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual 
dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur Tadlis (penipuan) 
baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu 
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penyerahan.
59
 Bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau 
antar pihak harus berdasarkan kerelaan. Kerelaan dalam melakukan 
suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan 
dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek 
perikatan dalam bentuk muamalat lainnya. Seperti yang dijelaskan 
dalam firman Allah SWT, pada surat An-Nisa (4) ayat 29 : 
 اا هيَُّأ ايَ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب
 ٍضَار َت ْنَع  ۚ ْ مْكُنِم اوُل ُتْق َت َلََو ۚ ْ مكُ اسمْفنَأ َّنِإ َللا  اًميِحَر ْمُكِب َناَك 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”.60 
 
Dalam jual beli Allah SWT telah menganjurkan bahwa 
transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah 
adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua 
belah pihak. 
b) Prinsip kemaslahatan 
 Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh 
menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah) 
bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para 
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pihak yang berakad.
61
 Apabila di antara yang maslahat itu banyak 
dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka 
lebih baik dipilih yang paling maslahat. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar (39) ayat 55: 
 ًةَتْغ َب ُباَذَعْلا ُمُكَِيْتَأي ْنَأ ِلْب َق ْنِم ْمُكَّبر ْنِم ْمُكَْيِلإ َِلزُْنأ اَم َنَسْحَأ اوُعِبَّتاَو
 َنوُرُعْشَت َلَ ْمُت َْنأَو 
Artinya:“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan 
tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.62 
c) Prinsip keadilan 
 Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek 
perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. 
Sifat yang dilarang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah sangat 
menyukai orang orang yang berlaku adil dan sangat memusuhi 
sikap zalim.
63
Dalam prinsip keadilan ini dijelaskan dalam surah 
An-Nahl (16) ayat 90: 
 َّنِإ َللا  َعْلِاب ُرُمَْأي ِءاَتِيإَو ِناَسْح ِْلإاَو ِلْد ِءاَشْحَفْلا ِنَع ٰىَه ْ ن َيَو َٰبَْرُقْلا يِذ
 ِرَكْنُمْلاَو ۚ ِيْغاْبلا او َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلََعل ْمُكُظَِعي 
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Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran”64 
 
Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus 
dipegang oleh siapapun. Kaitan antara keadilan dengan hidup 
manusia tak lain guna menciptakan satu harmoni kehidupan yang 
berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh 
Allah SWT atau yang sering kita sebut dengan sunnatullah. 
d) Prinsip tolong menolong 
Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip ta’awun 
(saling tolong menolong) di antara sesama manusia. Bagi seorang 
pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang 
(keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak 
tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya.
65
 Prinsip 
tolong menolong ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2: 
 َوْق َّ تلاَو ّبَْلا ىَلَع اُونَواَع َتَو  یاَوْدُعْلاَو ِْثُ ِْلإا ىَلَع اُونَواَع َت َلََو ۚ ِن اوُقَّ تاَو   الله  َّنِإ
اَلل  ِباَقِعْلا ُديِدَش 
Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
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dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.66 
Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling 
menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan 
transaksi. 
e) Tidak ada unsur gharar 
Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar 
yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak 
merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan 
hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu 
transaksi atau perikatan. Praktik jual beli gharar dalam masyarakat 
sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku dalam 
melakukan kegiatan transaksi.
67
 Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah (2) ayat 188: 
 ْنِم اًقِيرَف اوُلُكْأَِتل ِما َّكُْلْا َلَِإ َاِبِ اوُلْدُتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلََو
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو ِْثُ ِْلإِاب ِساَّنلا ِلاَوَْمأ 
Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.68 
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f) Pertanggungjawaban, yang meliputi beragam aspek, yakni 
pertanggung jawaban antara individu dengan individu. Manusia di 
dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi 
terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. 
Pertanggungjawaban dalam masyarakat, tanggungjawab 
pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul maal.
69 
d. Dampak penundaan pembayaran hutang 
 Agama Islam menekankan bahwasanya hutang itu adalah darurat. 
Tidak bermudah-mudah berhutang dan hal ini dilakukan ketika 
sangat dibutuhkan saja. Apabila seseorang tersebut sudah mampu 
utnuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar 
hutang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal 
mampu adalah kedzaliman. Dampak yang ditimbulkan apabila 
menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak 
penjual, karena kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat 
tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung 
kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh 
Ppihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat 
bagi pemilik dari penundaan pembayaran yaitu: 
Pertama, adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual 
merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat 
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pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat 
barang pesanan yang lain.  
Kedua, terhambatnya untuk membeli barang barang modal yang 
dibutuhkan dalam pembuatan etalase, penjual harus menunggu uang 
tersebut dan tidak dapat menerima modal dan keuntungan setelah 
barang itu selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran. 
Sangat besar dampaknya bagi pemesan yang melakukan 
penundaan pembayaran. Apabila menunda pembayaran hutang dan 
akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Berikut 
beberapa dampak penundaan pembayaran hutang yaitu:70 
a) Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk 
surga meskipun mati syahid. 
b) Keadaannya atau nasibnya menggantung/ tidak jelas atau tidak 
pasti apakah akan selamat atau binasa. 
c) Sahabat yang punya hutang tidak dishalati oleh Rasulullah 
shallallahu „alaihi wa sallam, padahal shalat beliau adalah syafaat 
d) Orang yang berhurang dan berniat tidak mau melunasi , akan 
bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri 
e) Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di 
siang hari dan kegelisahan di malam hari 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, bahwa dalam 
melakukan akad muamalah tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum 
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Islam dan jual beli tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-
prinsip tersebut. Dampak yang akan diperoleh jika melakukan 
penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain. 
Segala sesuatu harus mengetahui akibat-akibat yang akan diperoleh 
oleh salah satu pihak. Adanya ancaman didunia maupun diakhirat. 
Prinsip-prinsip muamalah harus di harus dapat diterapkan dalam 
melakukan jual beli antara penjual dan pembeli agar akad tersebut 
menjadi sah dalam hukum Islam.  
B. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa 
sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 
1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan  adalah penelitian dari Tri 
Yulianti (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang 
Penundaan Pembayaran  Hutang setelah Jatoh Tempo di Lembaga 
BMT Sepakat Pringsewu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
praktik Penundaan Pembayaran  Hutang setelah Jatoh Tempo di 
Lembaga BMT Sepakat Pringsewu. Sedangan dalam metode penelitian 
menggunakan deskritif analitis dengan pendekatan kualitatif.  Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi . 
Hasil dari penelitian ini bahwa praktek pembayaran hutang setelah 
jatuh tempo menjadi permasalahan pada saat ini, . sebab setiap kli 
orang yang ingin meminjam uang ditagih selalu meminta waktu untuk 
pembayarannya sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan 
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Pembiayaan Syari‟ah BMT Sepakat Sejahtera Bersama bertindak tegas 
dengan memberikan SP 1 pada bulan ke-1 dengan tujuan agar tidak  
terjadi pemberian  SP pada bulan-bulan berikutnya. 
2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari 
Faria Ummi Kulsum (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh di CV. Bangkit Jaya 
Desa Windunegara Banyumas”. Adapun tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan penundaan pembayaran Upah 
Buruh di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Banyumas. Penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
3. Penelitian yang selanjutnya berhasil ditemukan adalah penelitian 
Ummu Kalsum (2014) yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap 
Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah oleh 
Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yang 
digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute 
approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach) dan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk 
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 
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positif berlaku. Pada analisis bahan hukum, skripsi ini menggunakan 
metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian 
menghadiri objek yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka dalam skripsi 
ini mencakup pengertian dan pengaturan bank syariah, produk bank 
syariah, pengertian nasabah, pengertian dan macammacam 
pembiayaan musyarakah, serta dasar hukum, rukun dan syarat-syarat 
pembiayaan musyarakah.   
Adapun hasil penelitian ini menurut hukum Islam adalah praktik 
penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya Desa 
Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas bertentangan 
dengan prinsip hukum Islam. Tetapi, setelah dilakukan penelitian lebih 
lanjut terhadap praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di 
CV. Bangkit Jaya tidak bertentangan karena sebab faktor dari luar 
yang menyebabkan pemilik pabrik melakukan penundaan pembayaran 
upah. 
 Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan 
topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-
sama membahas tentang penundaan pembayaran. Meskipun telah 
disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan 
penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek 
dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tinjauan hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada 
55 
 
 
 
sistem pesanan dalam jual beli istishna’ di Toko Cahaya Aluminium 
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara  
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BAB III 
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Objek 
 
1. Sejarah berdirinya dan perkembangan pada Toko Cahaya 
Aluminium di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung 
Utara 
Toko Cahaya Aluminium adalah toko usaha sendiri yang dibangun 
oleh bapak Yanto dan Ibu Narti. Toko aluminium ini sudah di kerjakan 
sejak 2011, berawal dari membuka usaha Sumur Bor akan tetapi usaha 
tersebut tidak terlalu berjalan mulus, lalu bapak Yanto melihat temannya 
membuka Toko Aluminium, dan ia mempunyai inisiatif untuk membuka 
usaha Aluminium yang menjual lemari kaca, lemari hias dan lain- lain. 
Awalnya bapak Yanto membuka usaha ini di jalan Kapten Mustafa 
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupatn Lampung Utara. Akan tetapi, toko 
milik bapak Yanto sepi pengunjung dikarenakan tempatnya yang tidak 
strategis, Pak Yanto akhirnya berpindah kejalan Soekarno Hatta dan 
menyewa tempat atau ruko yang cukup strategis dekat dengan jalan raya 
dan ramai. bapak Yanto tertarik untuk melanjutkan usaha Aluminium dan 
menekuni usaha tersebut. 
Berawal dari membuka usaha dengan barang atau modal seadanya   
dengan memesan kaca dan bahan lainnya sesuai dengan permintaan 
pembeli, dan memiliki karyawan hanya berjumlah 3 orang termasuk 
Bapak Yanto sendiri. Semakin bertambah pelanggan yang mengetahui 
pembuatan etalase bapak Yanto dan banyak pesanan yang di pesan oleh 
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pembeli, bapak Yanto menambahkan modal lebih besar dan menambah 
pegawai untuk membuat barang –barang tersebut.  
Kegiatan transaksi jual beli ini berjalan sangat lancar, bapak Yanto 
sudah mempunyai banyak pelanggan dan bertambahnya barang pesanan 
yang dibuat. Seiiring berjalannya waktu, Toko bapak Yanto tersebut 
mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ketahun. Toko 
Aluminium tersebut dinamai oleh bapak Yanto Toko Cahaya Aluminium. 
Dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat. 
Meningkatnya perkembangan usaha di bidang Aluminium yaitu 
membuat barang etalase, bapak Yanto menambah karyawan untuk 
membuat etalase, jadi saat ini total seluruh karyawan bapak Yanto 
berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang sebagai pengrajin/ pembuat 
barang dan 3 orang melakukan tahap finishing dan pengantar barang. 
Semakin banyak pula pesanan yang harus dibuat dan dipesan terlebih 
dahulu bapak Yanto menargetkan karyawannya membuat selama 
seminggu dalam waktu pembuatan barang etalase tersebut. pembayaran 
dilakukan dengan sistem berbagai macam seperti, membayar uang muka 
terlebih dahulu, kredit dan lunas.  
Bapak Yanto sendiri mendapatkan pesanan kurang lebih berjumlah 
5 pesanan dalam sehari.
1
 Dari pesanan tersebut berbeda-beda dalam 
pemesanannya seperti pesanan lemari kaca, lemari hias, etalase dan 
lainnya. Modal yang dikeluarkan bapak Yanto dalam seminggu berjumlah 
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4 juta dalam seminggu. Omset yang didapat bapak Yanto dalam seminggu 
keuntungan bisa mencapai 6 juta perminggu bahkan bisa lebih jika orderan 
semakin bertambah. Produk yang dijual berbagai macam mulai dari 
keperluan rumah tangga ataupun untuk berdagang. Salah satunya produk 
yang dijual bapak Yanto yaitu : 
1. Lemari pakaian : 2 pintu : 1.200.000 
      3 pintu : 1.800.000 
2. Lemari Hias   : 2 pintu : 1.500.000 
      3 pintu : 2.000.000 
3. Lemari Piring   : 2 pintu : 1.100.000 
      3 pintu : 1.800.000 
4. Etalase Dagang : 2 pintu : 600.000 
    : 3 pintu : 2.000.000 
1. Letak Toko cahaya aluminium 
Letak Toko Cahaya Aluminium berda dijalan Soekarno Hatta 
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Toko 
Cahaya Aluminium berada di tengah pertokoan dan perkantoran serta 
di tengah kerumunan masyarakat dan di tepi jalan raya,  
 Bangunan Toko Cahaya Aluminium dibangun di atas tanah sewa 
dan luas bangunan kurang lebih dari 6x10m2. Dan lokasinya 
bersampingan dengan toko lainnya. Toko Cahaya Aluminium ini tidak 
hanya ramai dengan masyarakat tetapi juga berdekatan dengan 
beberapa kantor bank yaitu bank EKA dan bank BNI serta berdekatan 
60 
 
dengan kantor Pengadilan Agama Kotabumi. Sehingga cukup strategis 
dan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat. 
B. Deskripsi Data Penelitian 
1) Sistem Pembayaran pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
 
Dalam melakukan transaksi untuk pembayaran barang yang dijual 
tersebut maka ini sering dikenal sebagai “term of payment”. Terdapat tiga  
pembayaran yang secara umum terdapat resiko dan stabilitas ang berbeda 
antara pembeli dan penjual, yakni:
2
 
a. Pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual 
sebelummembawa barang tersebut yang diperoleh dibeli dari penjual. 
Sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang 
kepada si penjual. Bila transaksi itu dilanjutkan oleh para pihak, maka 
uang pembayaran tersebut termasuk kedalam harga pembayaran. 
b. Documentary collection adalah sama dengan metode cash on delivery/ 
COD yang berarti lunas pada saat barang diserahkan. 
c. Open account adalah penjual dan pembeli sepakat bahwabarang 
dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim. Pemesan 
melakukan pemesanan barang terlebih dahulu untuk dibuatkan, 
pemesan dan penjual sepakat bahwa pembayaran akan dilunasi apabila 
barang sudah dikirim kepada pemesan. 
Pada Toko Cahaya Aluminium cara yang dilakukan dalam 
pembayaran yaitu dengan pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar 
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kepada penjual sebelum membawa barang, Documentary collection yakni 
lunas pada saat barang diserahkan, Open account yakni penjual dan 
pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah 
barang dikirim. Selain itu, Toko Cahaya Alumium ini juga melakukan 
cara pembayaran dengan kredit yaitu uang dicicil dibayar setiap bulannya 
sampai lunas. Dalam penerapan sistemnya Toko Cahaya Aluminium, 
banyak pemesan yang menggunakan sistem pesanan membayar uang 
muka terlebih dahulu dan akan dilunasi saat barang sudah selesai dibuat. 
2. Pelaksanaan Penundaan Pembayaran pada Jual Beli Pesanan Antara 
Penjual dan Pemesan pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara 
 
Jual beli pesanan merupakan kontrak/ kesepakatan penjualan 
antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini, pembuat barang 
menerima pesanan dari pembeli. penjual lalu berusaha melalui orang lain 
untuk membuat menurut spesifikasi yang telah disepakati bersama  kepada 
pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atsa harga serta sistem 
pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan 
sampai barang tersebut selesai dibuatkan. Dari pihak karyawan 
menambahkan bahwa dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak 
terdapat unsur paksaan semua dilakukan dengan kesadaran diri, transaksi 
pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar kesepakatan 
bersama
3
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Toko Cahaya Aluminium merupakan tempat usaha dibidang 
pembuatan etalase yang menggunakan konsep pesanan (istishna’). 
Pelaksanaan dalam melakukan pesanan di Toko Cahaya Aluminium tidak 
jauh berbeda dengan yang lainnya, pembeli memesan terlebih dahulu 
barang yang ingin dibuat, lalu penjual membuat barang tersebut sesuai 
keinginan pembeli.  
Pelaksanaan yang dilakukan pembeli dan penjual di Toko Cahaya 
Aluminium dalam penundaan pembayaran, yaitu pemesan barang 
melakukan penundaan dalam membayar barang yang sudah selesai 
dilaksanakan dan melanggar kesepakatan bersama dengan penjual. 
Sehingga penjual merasa dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.  
Pihak pembeli memesan barang yang ingin dibuat, lalu disepakati 
bersama dengan penjual, setelah keduanya sepakat dengan barang tersebut 
tahap selanjutnya pihak penjual melakukan kesepakatan dalam 
menetapkan harga barang dengan pemesan, setelah dilakukan penetapan 
harga maka pihak penjual melalui orang lain membuat barang tersebut 
dalam waktu seminggu sesuai dengan kesulitan dalam membuat barang 
tersebut. Pembeli membayar uang muka sebagai jaminan untuk barang 
yang dipesan dan akan dilunasi ketika barang sudah selesai dibuat, 
selanjutnya setelah barang telah selesai dibuat oleh pengrajin, barang akan 
diantar kepada pembeli, akan tetapi pihak pemesan belum bisa melunasi 
barang tersebut dengan kesepakatan diawal dan melakukan penundaan 
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pembayaran.
4
 Alasan pembeli belum melunasi barang tersebut, karena ia 
ada kebutuhan mendesak yang harus dilunasi sehingga barang tersebut 
harus ditunda terlebih dahulu pembayarannya. Pihak penjual memberikan 
ketenggangan waktu dalam penundaan pembayaran yaitu seminggu sejak 
barang itu sudah selesai dibuat, sehingga pihak penjual harus menunggu 
untuk barang tersebut dilunasi oleh pembeli.
5
 
Berdasarkan terjadinya transaksi jual beli pesanan pada Toko 
Cahaya Aluminium pihak pembeli dan pihak toko, dalam penundaan 
pembayaran tersebut terkadang tidak dapat dihindari apabila timbulnya 
suatu permasalahan dalam pembayaran di antara kedua belah pihak yang 
telah melakukan transaksi. Dalam pelaksanaan yang ada di Toko Cahaya 
Aluminium tidak berjalan dengan apa yang diinginkan yang dimana pihak 
pembeli melakukan penundaanpembayarandenganalasankebutuhan yang 
mendesak.
6
 
Tindakan yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini tentunya  
telah membohongi pihak penjual karena merasa dikecewakan atas 
kesepakatan yang dilakukan bersama sejak awal memesan. alasan yang 
diberikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pembeli 
tersebut, seperti pembeli menunda pembayaran dalam transaksi jual beli 
pesanan barang tersebut dan membayar setelah pembeli sudah mempunyai 
uang. 
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3. Dampak Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual 
Beli Istishna pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi 
Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
 
 Dalam sebuah pembayaran banyak hal-hal yang terjadi tanpa 
terduga oleh pihak yang melaksanakan transaksi, sehingga dapat 
berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap teransaksi yang 
dilaksanakan. 
Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan 
menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena kesepakatandalam 
pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama 
pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan 
penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. 
Dampak yang didapat dari penundaan pembayaran oleh pemesan di Toko 
Cahaya Aluminium, yaitu: 
Pertama, adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual 
merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat 
pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat 
barang pesanan yang lain.  
Kedua, terhambatnya untuk membeli barang barang modal yang 
dibutuhkan dalam pembuatan etalase, penjual harus menunggu uang 
tersebut dan tidak dapat menerima modal dan keuntungan setelah barang 
itu selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran. 
 Namun dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh pembeli 
tidak, sesuai dengan wawancara terhadap responden hal itu tidak jadi 
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kendala untuk melakukan jual beli dengan sistem uang muka tersebut. 
karena sebelumnya pihak penjual sudah mengetahui dampak-dampak 
penundaan pembayaran yang akan terjadi. Apabila para penjual tetap 
melakukan jual beli tersebut berarti mereka sudah siap akan resiko yang 
akan terjadi dalam penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemesan 
selanjutnya.
7
 
 
 
 
 
 
                                                             
7
Wawancara dengan ibu Narti, pemilik Toko Cahaya Aluminium, kotabumi selatan 
lampung utara, tanggal 28 maret 2019 
67 
 
BAB IV 
ANALISIS PENELITIAN 
 
A. Temuan Penelitian 
1. Analisis Praktek Penundaan Pembayaran  pada Sistem Pesanan 
dalam Jual Beli Istishna pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara  
 
Setelah mengumpulkan data, baik yang didapat dari perpustakaan 
maupun dari lapangan yang kemudian sudah dituangkan dalam 
penyusunan pada bab-bab terdahulu, maka pada selanjutnya bab ini 
sebagai langkah akan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Jual beli 
pesanan yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium antara pemebli dan 
penjual merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara pemesanan 
terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan pembeli) 
yang sudah dewasa. Transaksi jual beli ini diawali oleh pemesan yang 
mendatangi toko untuk  memesan barang dan memilih desain yang ingin 
dibuat.  
Setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan undang-undang 
bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli haruslah memuat hak 
dan kewajiban para pihak serta perjanjian tersebut haruslah tertuang dalam 
sebuah surat yang telah disetujui kedua pihak. Perjanjian jual beli pesanan 
di Toko Cahaya Aluminium yang dilakukan antara penjual di Toko 
Cahaya Aluminium dengan pemesan barang, masih banyak hal-hal yang 
tidak memenuhi akad bersama. Diantaranya disebutkan bahwa waktu 
pembayaran antara pihak pembuat dan pemesan harus sesuai yang telah 
disepakati, tetapi dalam hal ini pemesan melakukan penundaan 
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pembayaran dan merugikan pihak penjual. Sehingga harus merugikan 
salah satu pihak. Dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus sama-
sama adil dalam bertransaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 
Dalam Qur’an dijelaskan dalam surah An-Nahl (16) ayat 90: 
 َّنِإ  هللا  ٰى هه ْ نه ي هو ٰ هبَْرُقْلا يِذِءاهتِيإ هو ِنا هسْح ِْلْاهو ِلْدهعْلِاب ُرُمْأهي ِر هكْنُمْلاهو ِءا هشْح هفْلا ِنهع
 ۚ ِيْغَْبلاَو هنوُر َّكهذهت ْمُكَّلهعهل ْمُكُظِعهي 
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” 
Dalam pelaksanaannya, pembeli mendatangi pihak penjual untuk 
memesan agar dibuatkan pesanan barang etalase. Setelah itu, pembeli 
menetapkan barang yang akan dibuat. Penjual dan pembeli melakukan 
kesepakatan dalam menetapkan transaksi pembayaran yang diinginkan 
salah satu membayar uang muka terlebih dahulu dan pembeli diwajibkan  
akan melunasi ketika barang sudah selesai. Setelah melakukan 
kesepakatan ini dan barang sudah selesai dibuat, pembeli melakukan 
penundaan pembayaran terhadap barang yang dipesan padahal barang 
tersebut sudah selesai, hal ini tentu saja melanggar akad pesanan yaitu 
kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan mendesak 
dari pihak pembeli sehingga harus menunda pembayaran dan 
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menyebabkan terhambatnya penjual untuk membeli barang modal. Selang 
beberapa minggu pihak pembeli melunasi barang tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian ini. Maka dapat dipahami bahwa 
sesungguhnya dalam jual beli pesanan antara penjual dan pembeli, 
diperkenankan oleh syara’ apabila dalam melakukan transaksi dan akad 
nya tidak bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 
Dijelaskan dalam  kaidah fiqh adalah: 
 ِِهرِماهوها هىلهع ِلِْيل َّدلا ِِوب هءا هج ا هم َّلاِإ ُلْطهبْلاهو ُْيْرْحَّتلها ِةهداهبِعْلا ِفِ ُلْصهلأا 
“Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang 
ada dalil yang memerintahkan” 
Seperti yang dilakukan pihak pemesanya itu melakukan penundaan 
pembayaran, di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara pemesan menunda pembayaran. Hal tersebut 
tidak sah karena tidak sesuai dengan akad muamalah yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli.  kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan 
melunasi setelah barang telah selesai dibuat. Sehingga pihak penjual harus 
dirugikan oleh pemesan. Akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan 
kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah) bagi para pihak atau 
salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Dari 
penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan oleh pemesan, 
sehingga penjual harus tertunda untuk membeli barang barang modal yang 
akan dibuat.  
70 
 
2. Analisis Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran  pada Sistem 
Pesanan dalam Jual Beli Istishna pada Toko Cahaya  Aluminium 
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara 
 
Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. 
Hukum yang di dasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku 
dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh 
masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum Islam dikembangkan 
dengan sangat menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal.  
Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum- hukum 
menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, hal ini 
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pandangan manusia, baik secara 
individu maupun masyarakat luas.Namun tidak semua cara pandang 
manusia dapat menjadikan hukum Islam. Cara pandang sendiri memenuhi 
sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai 
suatu tradisi hukum. Bagi masyarakat muslim yang dipandang mampu 
memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, 
persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif. 
Contohnya hal yang terjadi yaitu penundaan pembayaran pada jual beli 
istishna’ yang ada di Kotabumi Lampung Utara pada Toko Cahaya 
Aluminium. 
Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, 
karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan 
kesepakatan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu : 
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 ْمُكهل ْتَّلِحُأ ِدوُقُعْلِاب اوُفْوهأ اوُن همآ هنيِذَّلا ا ههُّ يهأ اهي  ْمُكْيهلهع ٰىهل ْ ت ُي ا هم َّلاِإ ِماهع ْنهْلأا ُة همِي هبَ
 ُرُح ْمُت ْنهأهو ِدْي َّصلا يِّل
ُِمُ هر ْ يهغ ۗ ٌم َّنِإ هللا  ُدِيُري اهم ُمُكْهيَ  
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
 
Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang 
secara langsung melaksanakan sebuah transaksi yaitu antara penjual dan 
pembeli . Agar akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan 
transaksi haruslah orang yang mempunyai kapsasitas untuk melakukan 
transaksi dalam sudut pandang fiqh. 
Kapasitas untuk mengadakan transaksi tersebut menurut sudut 
pandanmg fiqh yaitu orang yang memenuhi kriteria yaitu  tidak dipaksa. 
Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh penjual dan pembeli yang 
dalam kondisi dipaksa itu tidak sah dalam akad muamalah kecuali jika 
pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara 
hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk 
melunasi hutangnya tanpa alasan sehingga menyebabkan kerugian utnuk 
pihak lainnya  
Apabila pembeli melanggar akad yang sudah disepakati  maka ia telah 
melanggar perjanjian dengan Allah SWT. Sepertyi yang dijelaskan dalam 
surah At-Taubat (9) ayat 75-77 : 
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 هد هىاهع ْنهم ْمُه ْ نِم هو هللا  هي
ِِلِا َّصلا هنِم َّنهنوُكهنهل هو َّنهق َّد َّصهنهل ِوِلْضهف ْنِم اهناهتآ ْنِئهل (۵۷)  
 هنوُِضرْعُم ْمُىهو اْوَّلهوه ت هو ِِوب اوُل ِهبَ ِوِلْضهف ْنِم ْمُىاهتآ ا َّمهله ف(۵۷)  ْم
ِِبَوُل ُق فِ ًاقا هِفن ْمُهه ب هقْعهأهف
 اوُفهلْخهأ اهبِ ُوهنْوهقْله ي ِمْوه ي هلَِإ هللا  هنُوبِذْكهي اُونا هك اهبِهو ُهوُدهع هو ا هم(۷۷                  )  
Artinya:” Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada 
Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya 
kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk 
orang-orang yang saleh.” Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 
sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, 
dan mereka memanglah orang-orang yang selalu  membelakangi 
 (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka 
sampai da waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri 
terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) 
karena mereka selalu berdusta” 
 
Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hamba-
hamba-Nya yang beriman untuk memenuhi akad, yaitu dengan sempurna 
dan tidak membatalkannya dan menguranginya. Dan ini mencakup akad 
antara seorang hamba dengan tuhan-Nya  berupa komitmen beribadah dan 
melaksanakannya dengan sempurna serta tidak mengurangi hak-haknya 
sedikitpun, antara seorang hamba dengan rasul-Nya dengan mentaati dan 
mengikutinya, dan antara dia dengan orang tua maupun kerabat dengan 
berbuat baik dan bersilaturahmi serta tidak memutuskan hubungan dengan 
mereka. 
Dalam suatu akad menyebabkan masing pihak penjual dan pembeli 
sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pihak pembeli wajib untuk 
melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang, dan berhak 
untuk mendapatkan barang tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antar 
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pihak dan pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang 
yang sudah dibayar dengan kesepakatan bersama, dan berhak mendapat 
kan uang dari pembeli. 
Pembayaran jual beli istishna’ harus disepakati dalam akad dan dapat 
dilakukan dengan tiga cara, antara lain pembayaran  di muka, yaitu 
pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan/ lunas pada saat akad 
sebelum pesanan yang dibuat diberikan oleh penjual kepada pihak 
pemesan. Pembayarannya dilakukan secara penagguhan, yaitu pembayaran 
dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh penjual kepada pemesan dan 
Pembayaran dilakukan pada saat penjual menyerahkan barang kepada 
pemesan, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat barang sudah 
dikirim kepemesan/ sudah sampai kepada pemesan akhir. 
Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa antara 
pihak penjual dan pemesan sudah membuat kesepakatan terkait dengan 
sistem pembayarannya, yaitu membayar DP  atau uang muka terlebih 
dahulu dan untuk sisanya akan dibayar setelah pesanan yang dibuat selesai 
dikirim atau berdasarkan kesepakatan, kejujuran dan kepercayaan adalah 
salah satu hal yang harus dikaitkan antara kedua belah pihak. Apabila 
pihak pemesan memang benar-benar mampu untuk membayarnya dan 
tidak mempunyai kebutuhan mendesak maka itu tidak diperbolehkan 
seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi 
Muhammad SAW bersabda : 
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 ُُكد هحهأ هعِبُْتأاهذِإ هو ٌمُْلظ ِِّنِهغْلا ُلْط هم هل اهق همَّل هس هو ِوْيهلهع ُللا ىَّل هص ْبَِّنلا ِنهع هةهر ْيهرُى ْبِهأ ْنهع ْم 
 ْعهبْتهيْله ف ِّيِل هم ىهلهع )اوره ملسمو ىر اخبل ا( 
“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda: 
penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adaah 
penganiyaan (zalim), dan apabila salah seorang diantara kamu 
(utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia 
menerimanya”. (Hadist Riwayat Abu Dawud) 
 
Menurut analisis dalam penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan 
syariat Islam dikarenakan prinsip-prinsip muamalah yang bertentangan, 
Adapun Prinsip-Prinsip itu adalah : 
1. Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan 
pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur Tadlis (penipuan) baik dari 
segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Tetapi dalam 
prateknya penundaan pembayaran ini pembeli melakukan penipuan 
dalam pembayaran, pembeli tidak menepati kesepakatan yang sudah di 
laksanakan. 
2. Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh 
menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah) 
bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para 
pihak yang berakad. Dari penundaan pembayaran ini penjual merasa 
dirugikan oleh pemesan, sehingga penjual harus tertunda untuk 
membeli barang barang modal yang akan dibuat.  
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3. Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek 
perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. 
Penjual sudah memberikan hak-hak pembeli yaitu dengan membuat 
barang sesuai dengan permintaan pemesan. Akan tetapi, pemesan 
melakukan tindakan ketidakadilan atau dzalim kepada penjual dengan 
menunda pembayaran, sehingga tidak terpenuhinya akad-akad yang 
sudah disepakati 
4. Tolong menolong. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual 
yang perlu akan adanya uang (keuntungan),Setiap akad yang dilakukan 
harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah 
pihak yang akan melakukan transaksi. Penjual mendapatkan 
keuntungan dari pemesan. Prinsip tolong menolong ini dijelaskan 
dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2: 
 هوْق َّ تلاهو ِّبِْلا ىهلهع اُونهواهعه ت هو  ی ْلاهو ِْثْ ِْلْا ىهلهع اُونهواهعه ت هلاهواهوْدُع ِن اوُقَّ تاهو  َالله  هوَّللا َّنِإ
 ِبا هقِعْلا ُديِد هش 
Artinya :” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”. 
Akan tetapi dalam penundaan pembayaran, penjual harus menunggu 
keuntungan yang ia dapatkan dari pemesan dalam waktu yang cukup 
lama yaitu seminggu.  
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5. Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu 
tipu daya.Salah satu pihak dari penundaan pembayaran merasa 
dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 
kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau 
perikatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-
Baqarah (2) ayat 188: 
 ُْدتهو ِلِطاهبْلِاب ْمُكهن ْ يه ب ْمُكهلاهوْمهأ اوُلُكْأهت هلاهو ْنِم اًقِيرهف اوُلُكْأهِتل ِما َّكُْلِا هلَِإ اهِبَ اوُل
 هنوُمهلْعه ت ْمُت ْنهأهو ِْثْ ِْلِْاب ِساَّنلا ِلاهوْمهأ 
Artinya:” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 
kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui”. 
 
Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat diketahui bahwa dalam salah 
satu prinsip tersebut harus diterapkan dalam melakukan transaksi 
pembayaran dalam jual beli pesanan. Segala unsur yang dapat merugikan 
salah satu pihak adalah larangan untuk dilakukan karena bertentangan 
dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas 
penundaan pembayaran dalam jual beli pesanan yang terjadi di Toko 
Cahaya Aluminium tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan 
dengan prinsip-prinsip diatas, penjual seharusnya mendapatkan 
pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati  
dan mendapatkan  keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya 
penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik 
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usaha Toko Cahaya Aluminium, dalam penundaan pembayaran ini 
bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. 
B. Pembahasan 
 Berdasarkan temuan penelitian, penundaan pembayaran pada sistem 
pesanan dalam jual beli istishna’ yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium 
kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara hal ini tidak sesuai 
dengan kesepakatan antara pemesan dan penjual, dan melanggar akad yang 
sudah dilakukan secara  tertulis yaitu pemesan melakukan penundaan 
pembayaran pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan.  Dalam 
sistem pesanan pada Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan transaksi untuk pembayaran 
barang yang dijual melakukan sistem pembayaran dimuka yaitu pembeli 
membayar kepada penjual sebelum membawa barang, documentary 
collection yaitu lunas pada saat barang diserahkan, pembayaran dengan cara 
dicicil dibayar setiap bulannya sampai lunas.  
 Pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan dan penjual 
yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayar barang yang 
sudah selesai dibuat. Sehingga dalam hal ini tentunya telah membohongi 
penjual karena merasa dikecewakan dan  di rugikan dalam transaksi jual beli 
dan  tersebut. Dampak dari penundaan pembayaran penjual harus menunda 
membeli barang modal dan harus menunggu sampai barang tersebut dilunasi. 
Dalam tinjauan hukum Islam, penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan 
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prinsip-prinsip muamalah. Segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak 
merasa dirugikan adalah larangan bagi hukum Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada pembahasannya ini, setelah dianalisis maka 
penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran di Toko Cahaya 
Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara 
pemesan menunda pembayaran. Hal tersebut tidak sah karena tidak 
sesuai dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli.  kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi 
setelah barang telah selesai dibuat. Namun pihak pemesan melakukan 
penundaan pembayaran, Sehingga pihak penjual harus dirugikan oleh 
pemesan, penjual harus tertunda untuk membeli barang barang modal 
yang akan dibuat. 
2. Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran, di Toko Cahaya 
Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara 
tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-
prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari 
pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati  dan 
mendapatkan  keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya 
penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik 
usaha Toko Cahaya Aluminium, dalam penundaan pembayaran ini 
bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. 
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B. Rekomendasi  
1. Kepada pihak penjual dan pemesan untuk selalu mendahului kejujuran, 
karena apapun yang diperoleh dengan adanya kejujuran akan 
mendapatkan keberkahan dan bermanfaat.  
2. Para pihak harus lebih memperhatikan tingkah laku dalam melakukan 
transaksi, dan etika dalam jual beli pesanan sehingga tidak ada salah 
satu pihak yang merasa dirugikan hak-haknya. 
3. Meskipun  masalah tidak dapat kita perkirakan sebelumnya, namun 
sebelumnya kedua belah pihak harus saling mengantisipasinya. 
Sehingga tidak ada yang dikecewakan dan dapat memenuhi 
kesepakatan yang sudah di sepakati bersama. 
4. Perlu adanya pengetahuan hukum Islam, sehingga masyarakat dapat 
mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam 
jual beli. 
